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BAB V  

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

1. Kedudukan hukum antara pekerja dengan pengusaha dalam perjanjian 

kerja waktu tertentu pada hakikatnya sama antara hak dan kewajibannya 

sama, namun dalam hal perjanjian kerja kedudukan pengusaha jelas lebih 

tinggi daripada kedudukan pekerja hal ini dikarenakan perjanjian kontrak 

dibuat sepihak oleh pengusaha. Sebagian pengusahan justru tidak 

menjalannkan kewajibannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, 

misalnya dengan menerapkan gaji sesuai UMP pada perjanjian kerja, 

mendaftarjkan pekerjanya pada instansi terkait ketenagakerjaan. Aturan 

hukum yang mengatur tentang PKWT justru tidak mempunyai kepastian 

hukum yang jelas bagi pekerja, banyak pasal yang bertentangan dengan 

konstitusi Negara Repoblik Indonesia dan pengaturan hubungan 

indusruial. Banyak permasalahan yang timbul antara pekerja dan 

pengusaha dalam hal perjanjian kerja waktu tertentu karena ketidak jelasan 

dan tidak adanya kepastian hukum oleh karena itu unutk mewujudlan 

perlindungan hukum bagi perkerja dalam perjanjian kerja waktu tertentu 

sangat tidak mungkin akan terwujud. 

2. Faktor-faktor yang menghambat perlindungan hukum Terhadap Pekerja 

Waktu Tertentu di Kota Gorontalo antara lain: (a) Kesengajaan pekerja 

yang tidak melapor pada Dinas Penanaman Modal, ESDM dan 

Transmigrasi setempat; (b) Kesepakatan kerja bersama tidak mewujudkan 



59 
 

perlindungan hukum bagi pekerja; (c) Hak-hak pekerja tidak sesuai dengan 

peraturan perundangan perusahaan; (d) Upah yang dibayarkan oleh 

perusahaan tidak sesuai dengan UMP  

5.2 Saran 

1.  Seharusnya aturan perusahaan tidak menyimpang dengan ketentuan 

undang-undan yang berlaku agar dalam menetukan/ membuat perjanjia 

kerja antara pengusaha dan pekerja tidak menimbulkan permaslahan yang 

menyangkut tentang kesejatraan hidup pekerja. 

2. Perlindungan hukum bagi perkerja dalam perjannjian kerja nwaktu tertentu 

sulit untuk terwujud dikarenakan ketidak jelasan pengaturan hukum 

tentang PKWT oleh karena itu pemerintah seharusnya sebagai pihak 

penengah antara pekerja dan pengusaha mengambil sikap tegas dalam hal 

menyelasaikan permasalahan yang timbul akibat hubungan industiral 

antara pekerja dengan pengusaha 
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